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Abstrak
China dan India mengalami sengketa batas wilayah di Line of Actual Control (LAC) sejak tahun 1960 an hingga saat ini dan saling melakukan klaim berbagai wilayah di ketiga sektor LAC tersebut. Sektor barat LAC yang terdiri dari wilayah Aksai Chin merupakan wilayah inti sengketa yang saat ini sedang berada dibawah kontrol China sejak terjadinya Sino-Indian War 1962. Berbagai upaya diplomatik yang dilakukan sejak tahun 1990 an hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa yang sah antara kedua negara. Tujuan penilitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui status wilayah di sektor barat yang menjadi sengketa di LAC antara China dan India menurut Hukum Internasional dan untuk menganalisa bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah antara China dan India di LAC menurut Hukum Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksai Chin merupakan wilayah sengketa yang sedang berada dibawah kontrol/kekuasaan China sejak Sino-Indian War 1962 melalui upaya aneksasi yang melanggar Article 2 ayat (4) Charter of The United Nations dan juga Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with The Charter of The United Nation. Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh China dan India antara lain : penyelesaian bersifat non-legal binding melalui mediasi ataupun konsiliasi, penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional yaitu PBB dengan menarik perhatian Dewan Keamanan, atau juga penyelesaian yang bersifat legal binding melalui International Court of Justice (ICJ) ataupun Permanent Court of Arbitration (PCA).
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Status Wilayah, LAC 
Abstract

China and India have been experiencing territorial boundary disputes in the Line of Actual Control (LAC) since the 1960s until now and have claimed various territories in the three LAC sectors. The western sector of the LAC, which consists of the Aksai Chin region, is the core area of the dispute which is currently under Chinese control since the Sino-Indian War of 1962. Various diplomatic efforts made since the 1990s have not yet resulted in a legal dispute resolution agreement between the two countries. country. The purpose of this research is to analyze and determine the status of the territory in the western sector which is a dispute in the LAC between China and India according to International Law and to analyze the form of settlement of territorial boundary disputes between China and India in the LAC according to International Law. This type of research is normative legal research (legal research). The conclusion of the research shows that Aksai Chin is a disputed area that has been under Chinese control/power since the Sino-Indian War 1962 through annexation efforts that violated Article 2 paragraph (4) of the Charter of the United Nations and also the Declaration on Principles of International Law Friendly. Relations and Co-Operation among States in Accordance with The Charter of The United Nation. The dispute resolutions that China and India can choose include non-legal binding settlements through mediation or conciliation, dispute resolution through international organizations, namely the United Nations by attracting the attention of the Security Council, or also legal binding settlements through the International Court of Justice (ICJ) or the Permanent Court of Arbitration (PCA).
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PENDAHULUAN
Sengketa batas negara atau sengketa teritorial, merupakan salah satu penyebab umum timbulnya perang ataupun sengketa militer antar negara (Rekadewi 2020). Ketidakjelasan mengenai perbatasan wilayah antar dua negara atau lebih, jika dibiarkan terus berlanjut dan tidak segera mendapatkan penyelesaian yang final dan diakui keabsahannya oleh pihak - pihak yang bersengketa ataupun pihak diluar kelompok yang bersengketa dapat semakin memperburuk keadaan internal maupun eksternal suatu negara atau pemerintahan. Karena, hak tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan harga diri suatu bangsa di dalam negeri maupun di dunia internasional. 

Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab sengketa wilayah antar negara,  yang pertama, karena memang belum ada kesepakatan mengenai garis perbatasan yang jelas antar negara, yang kedua, adalah sengketa batas negara yang timbul setelah ditetapkannya garis perbatasan wilayah antar negara (Nayati 2005). Salah satu contoh sengketa batas negara yang terjadi karena belum disepakatinya batas wilayah antar negara adalah, sengketa antara China dan India. Wilayah perbatasan antara China dan India menjadi salah satu sengketa perbatasan yang belum juga diselesaikan oleh kedua negara sejak tahun 1960 an hingga saat ini (Pranoto 2018).
Gambar 1.1

Gambar Ketiga Sektor (Barat, Tengah, dan Timur) di Line of Actual Control (LAC) antara India dan China
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Line of Actual Control (LAC) adalah garis demarkasi yang memisahkan wilayah India dan wilayah China. Istilah tersebut muncul dari dua surat yang ditulis oleh Perdana Menteri China Zhou Enlai kepada Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada tahun 1959. Dalam suratnya, Zhou Enlai mengatakan LAC terdiri dari “Apa yang disebut dengan McMahon Line di sebelah Timur dan garis di mana masing - masing pihak memiliki kendali di wilayah Barat” (Singh 2020). Line of Actual Control dibagi menjadi 3 sektor utama. Sektor Barat yang meliputi wilayah wilayah Himalaya, Ladakh, Aksai Chin (yang menurut India merupakan bagian dari wilayah Jammu dan Kashmir), Sektor Tengah yang meliputi Himachal Pradesh dan Uttarakhand, dan Sektor Timur yaitu Sikhim dan Arunachal Pradesh, yang oleh China disebut dengan nama Tibet Selatan (Campbel and K.Alan Kronstadt 2020).
Terdapat perbedaan mendasar atas konsep pemahaman India dan China atas wilayah kekuasan masing – masing di sektor barat Line of Actual Control. India menggunakan garis yang disebut dengan nama Ardagh-Johnson Line (1865), yang menyertakan Aksai Chin ke dalam wilayah India dan merupakan bagian dari Union Territory of Ladakh. Sedangkan di sisi lain, China menggunakan Macartney-MacDonald Line (1899) yang menyatakan bahwa Aksai Chin berada dalam wilayah China dan merupakan bagian dari Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Isu mengenai batas wilayah kedua negara menjadi perhatian setelah terjadinya aneksasi Tibet oleh China hingga pada tahun 1956, Chinese Comunist Party (Partai Komunis China) mengeluarkan peta resmi China untuk pertama kalinya dan secara resmi menolak  McMahon Line (garis demarkasi antara Tibet dan wilayah timur laut India, hal ini termasuk Arunachal Pradesh dan Sikkim) yang dulu dibuat oleh otoritas kolonial Inggris yang dibuat pada tahun 1914 sebagai batas wilayah antara China dan India. India bereaksi dengan menolak keras serta menuduh bahwa China sewenang – wenang memperluas perbatasannya (Sharma 2009).

Pada tahun 1959 Zhou Enlai menolak pendapat Jawaharlal Nehru yang menyatakan bahwa batas wilayah kedua negara didasarkan pada perjanjian dan custom (kebiasaan atau adat istiadat). Sebaliknya Zhou Enlai menyatakan bahwa China tidak pernah menerima McMahon Line yang dibuat pada Simla Convention 1914 (Perjanjian antara British India, Tibet, dan Republic of China (ROC) mengenai status Tibet yang bukan termasuk bagian dari Republic of China yang baru dan menetapkan garis batas antara Tibet dan British India). Hal ini dianggap tidak sah oleh China karena garis tersebut dikatakan merupakan bagian dari strategi kolonial Inggris yang merugikan China karena Tibet dianggap tidak memiliki kapasitas dalam pembuatan perjanjian tersebut (Lamb 1966).

Bentrok militer yang sering terjadi antara pasukan China dan India dan penemuan India akan adanya pembangunan jalan China National Highway 219 (G219) oleh China yang melalui daerah Aksai Chin untuk menghubungkan Xinjiang dan Tibet, padahal Aksai Chin merupakan wilayah dibawah kekuasaan India pada tahun 1957 merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya Sino-Indian War (Perang China-India) tahun 1962 (Jakhar   2020). Sino – Indian War 20 Oktober 1962 terjadi saat People Liberation Army (PLA) China melakukan penyerangan pada pasukan militer India yang berlokasi di Ladakh (Sektor barat) dan sepanjang McMahon Line (Sektor timur) (Rizal 2020). Pasukan India mengalami kekalahan dalam perang tersebut dan didorong mundur hingga dalam jarak 48 km dari dataran Assam di sektor timur, sementara pasukan People Liberation Army China yang lain menduduki kawasan strategis di Ladakh (Sektor barat). Pada tanggal 21 November 1962, China mengumumkan gencatan senjata secara sepihak dan mundur sejauh 20 km dari garis kendali barunya (Sharma 2009).
Setelah perang tahun 1962 tersebut, Pemerintah China mengklaim bahwa pihak pasukan tentara china (PLA) sudah mundur dari Line of Actual Control (LAC November 1959). Zhou Enlai mengklarifikasi kembali kepada Jawaharlal Nehru tentang apa yang disebut LAC oleh China (Singh 2020).
Gambar 1.2

Line of Actual Control (LAC) 1962 Sektor Barat
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Gambar tersebut menunjukkan klaim garis batas China di sektor barat Line of Actual Control setelah terjadinya Sino – Indian War 1962.
Sebagai usaha untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah antara kedua negara, baik China maupun India telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dan menentukan batas wilayah tersebut. Upaya – upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain :

1. “Panchseel Agreement 1954;


2. Sino-Pakistan Agreement 1963;


3. India-China Joint Working Group (JWG);
4. Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas 1993
;
5. Agreement Between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on Confidence-Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas 1996;
6. Protocol between India and China on Modalities for the Implementation of Confidence-Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas 2005;
7. Agreement on the Establishment of a Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs 2012


8. Border Defence Cooperation Agreement between India and China 2013” (Pranoto 2018).
Namun, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang sah mengenai batas wilayah antara China dan India. Dalam berbagai upaya diplomatik tersebut penetapan definisi, lokasi, dan aturan lebih lanjut mengenai Line of Actual Control belum disepakati oleh kedua negara. Karena belum berhasilnya berbagai upaya diplomatik tersebut, maka menjadi salah satu faktor terdapat banyak pelanggaran di sepanjang perbatasan Line of Actual Control hingga saat ini.
Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa, Article 2 ayat (3) dan (4) Charter of The United Nations mengatur bahwa :

“The Organization and its Member in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act accordance with the following Principles.

(3) All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

(4) All Members shall refrain in their international relations from the threat or use  of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of United Nations.” (Jika diterjemahkan : “Organisasi dan Anggota, dalam mengejar tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1, harus bertindak sesuai dengan Prinsip – prinsip sebagai berikut : (3) Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam. 

(4) Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa – Bangsa.”) (United Nations 1945b).
Adanya berbagai pelanggaran mengenai batas wilayah di LAC khususnya di wilayah sektor barat dan belum berhasilnya berbagai upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah yang jelas dan garis batas wilayah sah yang diterima oleh kedua belah pihak maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terfokus pada sengketa batas wilayah antara China dan India di Line of Actual Control, terutama di sektor barat. Penelitian ini fokus dalam pembahasan konflik perbatasan di sektor barat LAC yang merupakan sektor yang paling rawan terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak, sejak sebelum dan sesudah terbentuknya LAC, yang masih berlanjut hingga di tahun – tahun terakhir dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa  batas wilayah negara antara China dan India di LAC. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana status wilayah di sektor barat yang menjadi sengketa di Line of Actual Control (LAC) antara China dan India menurut Hukum Internasional?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah antara China dan India di Line of Actual Control (LAC) menurut Hukum Internasional?
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk kegiatan know-how yang dilakukan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang dihadapi dan bertujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran koherensi (Marzuki 2017). Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach).

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, bahan hukumprimer yang digunakan antara lain :

1. Charter of The United Nations 1945;
2. Statute of The International Court Justice 1945;
3. Convention for The Pacific Settlement of International Disputes 1907;
4. Panchseel Agreement 1954;
5. Sino-Pakistan Agreement 1963;
6. Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas 1993;
7. Agreement Between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on Confidence-Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas 1996;
8. Protocol between India and China on Modalities for the Implementation of Confidence-Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas 2005;
9. Agreement on the Establishment of a Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs 2012;
10. Border Defence Cooperation Agreement between India and China 2013.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks, skripsi, tesis, artikel jurnal, dan situs resmi serta bahan sekunder lain yang membahas mengenai hukum internasional, sengketa batas wilayah negara di Line of Actual Control antara China dan India, sejarah mengenai Jammu Kashmir, China, serta India, dan bentuk – bentuk penyelesaian sengketa menurut hukum internasional.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan – bahan hukum serta refrensi teori dengan melakukan pencarian melalui koleksi Perpustakaan UNESA, Perpustakaan Daerah Sidoarjo, serta website resmi lain seperti peacemaker.un.org, mea.gov.in, peaceagreements.org,books.google.co.id, eng.sectsco.org, scholar.google.com, garuda.ristekbrin.go.id dan lainnya.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik preskriptif. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh gagasan guna mendapatkan jawaban dari isu yang sedang diteliti (Marzuki 2017). Pasca penelusuran bahan hukum primer dan sekunder selesai dilakukan melalui studi kepustakaan, langkah selanjutnya adalah membaca, mencatat dan melakukan pemahaman terhadap isu dan teori dari bahan – bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap isu yang diteliti dengan membentuk gagasan atau argumentasi agar jawaban atas isu hukum tersebut dapat ditemukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Status Wilayah Sengketa di Sektor Barat Line of Actual Control (LAC) antara China dan India menurut Hukum Internasional
Aksai Chin saat ini berstatus sebagai sebuah wilayah yang berada di bawah administrasi pemerintah China dan merupakan bagian dari wilayah otonomi Xinjiang dan Tibet (sebagian besar merupakan bagian dari wilayah Hotan, di Perfektur Hotan di Xinjiang (She and Ming 1991). Sejak terjadinya kekalahan India pada Sino – Indian War pada 20 Oktober 1962 antara People Liberation Army (PLA) China dan tentara India di Ladakh (Sektor barat) dan sepanjang McMahon Line (Sektor timur) (Rizal 2020), pasukan PLA China menduduki kawasan strategis di Ladakh (Sektor barat) dan menguasai  wilayah Aksai Chin. 
Tindakan penguasaan wilayah Aksai Chin yang dilakukan oleh China lebih tepat dikategorikan sebagai aneksasi. Aneksasi (Annexation) merupakan suatu metode perolehan wilayah secara paksa (Yusuf 2017). Pengertian Aneksasi menurut Black’s Law Dictionary  adalah :
“The act of attaching, adding, joining, or uniting one thing to another ; generally spoken of the connection of a smaller or subordinate thing with a larger or principal thing... So the incorporation of newly-acquired territory into the national domain, as an integral part thereof, is called “annexation". (Jika diterjemahkan maka : “Tindakan melekatkan, menambahkan, menggabungkan, atau menyatukan satu hal dengan yang lain; umumnya berbicara tentang hubungan hal yang lebih kecil atau bawahan dengan hal yang lebih besar atau prinsipal... Jadi penggabungan wilayah yang baru diperoleh ke dalam domain nasional, sebagai bagian integral daripadanya, disebut "aneksasi".”) (Black 1995).
Aneksasi didasarkan pada dua bentuk keadaan yakni antara lain :
1. Apabila suatu wilayah yang dianeksasi telah ditaklukkan oleh negara yang melakukan aneksasi tanpa melakukan pengumuman kehendak, atau ;
2. Apabila saat dilakukan pengumuman aneksasi, suatu wilayah yang dianeksasi kedudukannya telah benar – benar ada dalam kekuasaan negara yang melakukan aneksasi.

Penaklukan suatu wilayah akibat terjadinya perang tidak serta merta mengakibatkan pengalihan penguasaan wilayah pada pihak yang memenangkan perang. Hal tersebut merupakan prinsip universal bahwa suatu kedaulatan tidak dapat dilangkahi dengan menggunakan kekuatan kecuali apabila sebelumnya telah terjadi kesepakatan (Umam 2019).
Aksai Chin secara nyata didapatkan dan dikuasai oleh China dengan paksa melalui perang / penggunaan kekerasan (The Use of Force). Hukum internasional modern terutama sejak berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) pada tahun 1920 an tidak membenarkan perolehan suatu wilayah menggunakan metode peperangan. Article 2 ayat (4) Charter of The United Nations mengatur bahwa :
“The Organization and its Member in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act accordance with the following Principles.

(4) All Members shall refrain in their international relations from the threat or use  of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of United Nations.” (Jika diterjemahkan : “Organisasi dan Anggota, dalam mengejar tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1, harus bertindak sesuai dengan Prinsip – prinsip sebagai berikut : (4) Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa – Bangsa.”) (United Nations 1945b).
Lebih lanjut, hal ini juga ditegaskan dalam Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with The Charter of The United Nations 1970 yang menjelaskan bahwa :
“The territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter. The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal. Nothing in the foregoing shall be construed as affecting: 

(a) Provisions of the Charter or any international agreement prior to the Charter regime and valid under international law; or 

(b) The powers of the Security Council under the Charter. (Jika diterjemahkan maka : Wilayah suatu Negara tidak boleh menjadi objek pendudukan militer akibat penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan ketentuan Piagam. Wilayah suatu Negara tidak boleh menjadi obyek pengambilalihan oleh Negara lain yang diakibatkan oleh ancaman atau penggunaan kekerasan. Tidak ada perolehan teritorial yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang diakui sebagai sah. Tidak ada hal di atas yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi:
(a) Ketentuan Piagam atau perjanjian internasional sebelum rezim Piagam dan berlaku menurut hukum internasional; atau
(b) Kekuasaan Dewan Keamanan menurut Piagam.”) (United Nations 1970).
Selain itu, apabila merujuk dalam Security Council Resolution 242 Tahun 1967 mengenai Territories occupied by Israel dalam kasus Konflik Israel dan Palestina, juga menjelaskan bahwa hukum internasional tidak memberikan hak dalam memperoleh kedaulatan atas wilayah yang didapatkan melalui perang demi terwujudnya perdamaian dan keamanan yang dalam kasus tersebut yakni Israel. Hal ini dijelaskan pada kalimat :
“…the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security.” Jika diterjemahkan maka : tidak dapat diterimanya perolehan wilayah melalui perang dan kebutuhan untuk mengusahakan perdamaian yang adil dan abadi di mana setiap Negara di wilayah tersebut dapat hidup dengan aman.” (Maulana, Anzward, and Aprina 2018).
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus sengketa wilayah antara China dan India khususnya mengenai status Aksai Chin saat ini adalah Aksai Chin merupakan wilayah sengketa yang saat ini sedang dibawah kontrol/kekuasaan China sejak Sino-Indian War 1962. Perolehan wilayah Aksai Chin oleh China dikategorikan sebagai Aneksasi yang mana, apabila suatu Aneksasi dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan Piagam PBB oleh suatu negara terhadap negara lain maka hal tersebut tidak boleh diakui oleh negara lain dan tidak dibenarkan oleh Hukum Internasional. 
Perubahan perbatasan wilayah negara tidaklah merubah status suatu negara, demikian pula dengan ketidakjelasan mengenai perbatasan wilayah suatu negara (Nayati 2005). Seperti misalnya dalam kasus ini ketidakjelasan batas wilayah darat di LAC antara China dan India, tidak akan merubah status yang dimiliki China sebagai suatu negara maupun juga India sebagai suatu negara. Namun, ketidakjelasan batas wilayah akan menjadi sangat rentan terhadap potensi konflik atau perang lain yang akan timbul di masa datang, maka kedua negara harus segera menyelesaikan batas negara dan status wilayah yang sedang disengketakan sesuai dengan aturan – aturan Hukum Internasional.
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara China dan India di Line of Actual Control (LAC) menurut Hukum Internasional
a) Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi
Mediasi adalah metode penyelesaian secara damai dari  sebuah sengketa internasional di mana pihak ketiga ikut campur tangan untuk menengahi klaim dari pihak yang berselisih dan juga ikut mengusulkan solusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan kompromi yang dapat diterima bersama (Affairs 1992). Apabila China dan India memilih untuk menyelesaikan sengketa menggunakan metode mediasi maka kedua negara dapat menunjukkan bentuk kesepakatan tersebut melalui perjanjian tertulis. Di sisi lain, apabila terdapat pihak ketiga yang menawarkan untuk memprakarsai mediasi antara China dan India maka hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa, yakni dalam kasus ini China dan India. Mediasi tidak dapat dipaksakan kepada pihak - pihak  yang terlibat dalam sebuah sengketa internasional tanpa persetujuan dari mereka yang terlibat atau adanya persetujuan pihak – pihak tersebut tentang mediator yang ditunjuk (Affairs 1992).
Dalam penyelesaian sengketa melalui metode mediasi, tidak terdapat prosedur – prosedur khusus yang harus ditempuh. Para pihak, yakni dalam kasus ini China dan India memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur yang akan dipilih selama para pihak sepakat untuk itu. Prosedur – prosedur tersebut antara lain pemilihan cara mediasi, batas waktu mediasi, menyutujui atau tidak usulan – usulan yang disampaikan oleh mediator, hingga pengakhiran tugas mediator. Apabila usulan – usulan dari mediator tidak dapat diterima oleh para pihak, maka mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsinya untuk membuat usulan – usulan baru (Adolf 2020).
Mengenai penentuan kapan proses mediasi dapat dianggap dihentikan. Article 5 Hague Conventions of 1899 and 1907 mengatur bahwa “the functions of the mediator are at an end when once it is declared, either by one of the parties to the dispute or by the mediator himself, that the means of reconciliation proposed by him are not accepted." Jika diartikan maka : “fungsi mediator berakhir ketika telah dinyatakan, baik oleh salah satu pihak yang bersengketa atau oleh mediator sendiri, bahwa sarana rekonsiliasi yang diusulkan olehnya tidak diterima" (Lincoln 1899). 
Sehubungan dengan masa durasi dan penghentian mediasi, penting untuk dicatat bahwa mediasi dianggap sebagai cara penyelesaian yang, setelah dicoba namun tidak berhasil, harus memberi jalan kepada prosedur damai lainnya yang diterima oleh para pihak dalam sengketa internasional. Jika diperlukan, semua pertanyaan prosedural, termasuk langkah-langkah seperti transisi dari mediasi ke negosiasi langsung atau peralihan dari mediasi ke cara penyelesaian damai lainnya, dapat disepakati secara informal dan disederhanakan (Affairs 1992). 
Mediator juga memiliki tugas untuk membuat usulan – usulan ataupun saran penyelesaian sengketa didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak (Adolf 2020). Secara umum dipahami bahwa proposal yang dibuat oleh mediator dalam sebuah penyelesaian sengketa secara damai tidak pernah mengikat para pihak. Sebagaimana diatur dalam Article 6 Hague Conventions of 1899 and 1907 yang mengatur bahwa : "Good offices and mediation, either at the request of the parties at variance, or on the initiative of Powers strangers to the dispute, have exclusively the character of advice and never have binding force.” Jika diartikan maka : “ Jasa-jasa baik dan mediasi, baik atas permintaan para pihak yang berselisih, atau atas prakarsa Negara-negara asing di luar pihak bersengketa, secara eksklusif bersifat nasihat dan tidak pernah mempunyai kekuatan mengikat” (Lincoln 1899). Hasil akhir mediasi dapat diwujudkan dalam instrumen-instrumen seperti kesepakatan, protokol, deklarasi, komunike, pertukaran surat menyurat, atau dalam sebuah "gentleman's agreement" yang ditandatangani atau disahkan oleh seorang atau lebih dari satu mediator (Affairs 1992).
b) Penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi
Dalam penyelesaian sengketa menggunakan metode konsiliasi, para pihak yakni China dan India perlu melakukan kesepakatan terlebih dahulu agar komisi konsiliasi dapat mengambil alih penanganan penyelesaian sengketa. Prosedur konsiliasi dapat dimulai melalui dua cara : baik dengan persetujuan bersama dari Negara - negara yang terlibat dalam sebuah sengketa internasional, dalam hal ini (ad hoc), mengandalkan kekuatan perjanjian yang berlaku di antara mereka dan menciptakan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara – cara yang damai ; atau sesuai dengan ketentuan - ketentuan perjanjian yang berlaku, yang dimana mungkin sudah menentukan rincian tentang bagaimana sebuah konsiliasi dapat dibentuk di bawahnya, atau dibentuknya sebuah komisi konsiliasi permanen di dalam perjanjian itu sendiri (Affairs 1992).
Dalam berbagai perjanjian multilateral tentang pembentukan sebuah komisi konsiliasi, ketentuan – ketentuan yang dibuat pada umumnya mengatur penunjukan konsiliator dengan jumlah yang ganjil : biasanya komisi ini akan diisi dengan lima anggota atau terkadang komisi ini bisa juga berisi dengan tiga anggota. Kemudian, setiap pihak yang bersengketa berhak untuk menunjuk salah satu dari tiga konsiliator (jika anggota komisi konsiliator beranggotakan 3 orang) atau dua dari lima konsiliator, tergantung pada kasus masing - masing. Konsiliator ketiga atau kelima, yang biasanya nanti juga akan ditunjuk untuk menduduki posisi ketua, umumnya dipilih melalui keputusan bersama dari kedua pihak yang bersengketa dan, dalam beberapa kasus, ikut melibatkan keputusan bersama dari dua atau empat konsiliator yang sebelumnya telah ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa tersebut.
The Regulations on the Procedure of International Conciliation 1961 juga menetapkan bahwa Komisi Konsiliasi akan menunjuk Sekretarisnya pada pertemuan pertama mereka dan akan menentukan aturan prosedur, khususnya pertanyaan – pertanyaan mengenai permohonan tertulis yang sudah diajukan oleh para pihak terkait serta pertanyaan tentang waktu dan tempat di mana agent (wakil) dan penasihat para pihak, tergantung pada kasusnya, harus didengar. Sebuah konsiliasi diharapkan untuk bisa mencapai tujuannya dalam kurun waktu yang wajar. Dengan demikian, mengenai hal durasi, berbagai batas waktu di mana komisi konsiliasi diharapkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya telah ditetapkan. Durasi enam bulan adalah hal yang umum dalam perjanjian multilateral di masa lalu; dan 12 bulan adalah durasi konsiliasi masa kini yang umum ditemukan di dalam perjanjian – perjanjian multilateral baru - baru ini yang dipengaruhi oleh Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 annex, paragraph 6 (Affairs 1992).
Telah dipahami secara umum bahwa hasil proses konsiliasi biasanya berupa rekomendasi dalam bentuk yang tidak mengikat kepada para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties telah mengkodifikasikan praktik ini di paragraf 6 dalam lampirannya yang menetapkan tentang konsiliasi yang berbunyi, sebagian, sebagai berikut :
"The report of the Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute." Jika diterjemahkan maka : “Laporan Komisi, termasuk kesimpulan yang dinyatakan di dalamnya mengenai fakta - fakta atau pertanyaan – pertanyaan hukum, tidak akan mengikat para pihak yang terlibat dan tidak seharusnya memiliki karakter lain selain berbentuk rekomendasi yang diajukan sebagai pertimbangan bagi para pihak untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang bersifat damai.” (International Law Commission (ILC) of the United Nations 1969). 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa laporan komisi memiliki sifat tidak mengikat karenanya diterima tidaknya usulan penyelesaian sengketa tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.
c) Penyelesaian Sengketa melalui Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)
Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang berperan dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia serta memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa – sengketa internasional. Dalam Article 35 (1) Charter of the United Nations diatur bahwa: 
“Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly”. Jika diartikan maka : “Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat membawa perselisihan, atau situasi apa pun yang bersifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kepada Dewan Keamanan atau Majelis Umum” (United Nations 1945b).
Berdasarkan Article tersebut, dalam kasus ini China dan India dapat menarik perhatian dari pihak Dewan Keamanan untuk penyelidikan terhadap sengketa. 
Mengenai peran yang dapat dilakukan Dewan Keamanan dalam kasus tersebut Article 34 Charter of the United Nations menjelaskan bahwa 

“The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.” Jika diterjemahkan maka : Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap  perselisihan atau situasi yang mungkin dapat menyebabkan pergesekan internasional atau dapat menimbulkan perselisihan, dalam rangka untuk menentukan apakah kelanjutan sengketa atau kecenderungan situasi yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.” (United Nations 1945b).
Berdasarkan Article 34 tersebut maka apabila China dan India telah mengajukan penyelesaian sengketa ke Dewan Keamanan maka Dewan Keamanan akan melalukan penyelidikan terkait sengketa tersebut. Apabila terbukti bahwa sengketa batas wilayah yang terjadi antara China dan India dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional maka Dewan Keaman akan memberikan pilihan rekomendasi – rekomendasi bentuk penyelesaian sengketa sesuai yang diatur dalam Article 36 Charter of the United Nations (United Nations 1945b).
Bahwa lebih lanjut Article 36 Charter of the United Nations menjelaskan : 

(1) “The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.
(2) The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.
(3) In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.” Jika diterjemahkan maka : 
(1) “Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur atau cara-cara penyesuaian pada taraf manapun juga dalam suatu pertikaian atau seperti yang diatur dalam Pasal 33 atau suatu keadaan semacam itu, merekomendasikan sesuai prosedur atau metode penyesuaian. 
(2) Dewan Keamanan mempertimbangkan segala prosedur untuk menyelesaikan pertikaian yang telah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan .
(3) Dalam memberikan anjuran-anjuran menurut Pasal ini Dewan Keamanan juga mempertimbangkan bahwa pertikaian - pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh pihak-pihak kepada Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Statuta Mahkamah.” (United Nations 1945b). 
Berdasarkan Article 36 tersebut, Dewan Keamanan setelah mempertimbangkan sifat dari sengketa dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi penyelesaian sengketa sesuai dengan Article 33 Charter of the United Nations yakni : negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum menggunakan badan-badan regional atau pengaturan -pengaturan regional, atau juga cara damai lain yang dipilih oleh para pihak. Lebih lanjut dalam menjalankan perannya, Dewan Keamanan juga memiliki kewenangan untuk memberi usulan kepada para pihak agar menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah Internasional/International Court of Justice (ICJ).
Apabila China dan India masih tidak dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan pilihan dalam Article 33 tersebut, maka para pihak dapat mengemukakan hal tersebut pada Dewan Keamanan sesuai dengan Article 37 Charter of the United Nations yang berbunyi : 
(1) “Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.

(2) If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.” Jika diterjemahkan maka 

(1) “Jika pihak-pihak yang bersengketa seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 gagal menyelesaikannya dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal itu, mereka harus mengemukakan hal itu kepada Dewan Keamanan.
(2) Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa kelanjutan dari perselisihan itu sebenarnya mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan akan memutuskan apakah akan mengambil tindakan berdasarkan Pasal 36 atau merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian yang dianggap tepat.” (United Nations 1945b).
Bahwa berdasarkan Article 37 tersebut Dewan Keamanan dapat merekomendasikan bentuk penyelesaian lain yang dianggap tepat apabila kelanjutan sengketa dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut dijelaskan dalam Article 38 Charter of the United Nations yang berbunyi :
“Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.” Jika diterjemahkan maka : Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 33 sampai 37, Dewan Keamanan dapat, jika semua pihak yang bersengketa meminta demikian, membuat rekomendasi kepada para pihak dengan maksud untuk penyelesaian sengketa secara damai” (United Nations 1945b). 
Lebih lanjut menurut Article 40 Charter of the United Nations Dewan Keamanan dapat memaksa China dan India untuk melaksanakan tindakan sementara yang dianggap perlu guna mencegah sengketa berkepanjangan setelah menentukan ada atau tidaknya ancaman yakni :
“In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.” Jika diterjemahkan maka : “Untuk mencegah memburuknya situasi, Dewan Keamanan dapat, sebelum membuat rekomendasi atau memutuskan langkah-langkah yang diatur dalam Pasal 39, meminta pihak-pihak terkait untuk mematuhi langkah-langkah sementara yang dianggap perlu atau diinginkan. Tindakan sementara tersebut tidak boleh mengurangi hak, tuntutan, atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan harus memperhitungkan kegagalan untuk mematuhi langkah-langkah sementara tersebut.” (United Nations 1945b).
Berdasarkan Article 40 tersebut Dewan Keamanan dapat meminta para pihak yakni China dan India untuk mematuhi tindakan sementara untuk mencegah memburuknya situasi sengketa. 
Bahwa yang dimaksud dengan tindakan sementara Dewan keamanan diatur lebih lanjut pada Article 41 Charter of the United Nations yang berbunyi :
“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.” Jika diterjemahkan maka : “Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang akan digunakan untuk memberlakukan keputusannya, dan Dewan Keamanan dapat meminta Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan tindakan tersebut. Ini mungkin termasuk pemutusan total atau sebagian dari hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegrafik, radio, dan sarana komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik.” (United Nations 1945b).
Berdasarkan Article 41 tersebut, agar para pihak memberlakukan keputusan dari Dewan Keamanan maka Dewan Keamanan dapat meminta anggota PBB melakukan pemutusan total atau sebagian dari hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegrafik, radio, dan sarana komunikasi lainnya, hingga pemutusan hubungan diplomatik.
Apabila tindakan – tindakan tersebut dianggap tidak berhasil dalam mencegah memburuknya sengketa, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan menggunakan kekerasan dengan angkatan angkatan udara, laut atau darat guna memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Hal ini sesuai dengan Article 42 Charter of the United Nations yang berbunyi :

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.” Jika diterjemahkan maka : Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan yang diatur dalam Pasal 41 tidak memadai atau terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan seperti itu melalui angkatan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lain melalui angkatan udara, laut, atau darat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa” (United Nations 1945b).
Berdasarkan Article 42 tersebut, tindakan kekerasan oleh Dewan Keamanan menjadi opsi apabila tindakan yang diatur dalam Article 41 tidak memadai atau terbukti tidak memadai dalam mengakhiri sengketa sehingga menyebabkan terganggunya perdamaian dan keamanan Internasional. Maka, berdasarkan hal – hal yang terlah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa China dan India diharapkan dapat melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan cara – cara damai berdasarkan Piagam PBB / rekomendasi Dewan Keamanan.
d) Penyelesaian Sengketa melalui Mahkamah Internasional / International Court of Justice (ICJ)
Mahkamah Internasional/International Court of Justice (ICJ) adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Badan utama PBB ini menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh Negara-negara kepadanya sesuai dengan hukum internasional. Peran Pengadilan ini adalah untuk menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional, perselisihan hukum yang diajukan oleh Negara-negara kepadanya dan untuk memberikan pendapat yang bersifat nasehat tentang pertanyaan - pertanyaan hukum yang dirujuk oleh organ - organ PBB dan badan - badan khusus yang berwenang (Icj-cij.org 2017c).  
Pengadilan ini dapat menangani dua jenis kasus : perselisihan hukum antara Negara - negara yang mengajukan kasusnya kepada mereka dan permintaan tentang pendapat – pendapat yang bersifat nasehat mengenai pertanyaan - pertanyaan hukum yang dirujuk oleh organ - organ dan badan - badan khusus Perserikatan Bangsa - Bangsa (proses hukum bersifat penasehatan). Hanya Negara (Negara Anggota PBB dan Negara lain yang telah menjadi bagian dari Statuta Mahkamah atau yang telah menerima yurisdiksinya dalam kondisi - kondisi tertentu) dapat menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa melalui Mahkamah. Pengadilan ini berwenang untuk menangani sengketa hanya jika Negara - negara yang bersangkutan telah menerima yurisdiksinya melalui satu atau lebih diantara cara - cara berikut: 
1. “Dengan ikut menjadi bagian dari sebuah perjanjian khusus untuk mengajukan sengketa terkait ke hadapan Pengadilan;
2. Berdasarkan klausul yurisdiksi, yaitu, biasanya, ketika mereka adalah pihak - pihak dalam suatu perjanjian yang berisi ketentuan di mana, dalam hal perselisihan jenis tertentu atau ketidaksepakatan atas interpretasi atau penerapan perjanjian, salah satu dari mereka dapat menyerahkan sengketa tersebut ke Pengadilan;
3. Melalui efek timbal balik dari pernyataan - pernyataan yang dibuat oleh mereka di bawah Statuta, dimana masing - masing telah menerima yurisdiksi Pengadilan sebagai suatu kewajiban dalam hal terjadinya perselisihan dengan Negara lain yang telah membuat pernyataan serupa. Beberapa dari deklarasi – deklarasi ini, yang harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengandung reservasi - reservasi yang mengecualikan kategori perselisihan tertentu.”(Icj-cij.org 2017c).
Apabila China dan India sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui ICJ maka prosedur yang harus dilakukan antara lain para pihak dapat melakukan pengajuan sengketa dengan melakukan pemberitahuan (notification) kepada Kepaniteraan Mahkamah (the registrar) berdasarkan kesepakatan khusus (special agreement) yang sebelumnya telah dilakukan  pada pihak yang bersengketa atau melalui aplikasi tertulis (written application) yang ditujukan kepada Kepaniteraan Mahkamah. Hal ini diatur dalam Article 40 (1) Statute of the International Court of Justice 1945 yang berbunyi :

“Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement or by a written application addressed to the Registrar. In either case the subject of the dispute and the parties shall be indicated.” Jika diterjemahkan maka : “Kasus-kasus dibawa ke Pengadilan, sesuai kasusnya, baik dengan pemberitahuan persetujuan khusus atau dengan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Panitera. Dalam kedua kasus subjek sengketa dan para pihak harus ditunjukkan.” (United Nations 1945a).
Berdasarkan Article tersebut, dalam melakukan pemberitahuan (notification) para pihak juga harus menyampaikan subjek sengketa dan pihak – pihak yang terlibat dalam sengketa. 
Lebih lanjut, Kepaniteraan Mahkamah akan mencatat segala hal yang berkaitan dengan sengketa. Berdasarkan Article 40 (2) dan (3) Statute of the International Court of Justice 1945, setelah dilakukannya pemberitahuan (notification) kepada Kepaniteraan Mahkamah, maka Kepaniteraan Mahkamah akan memberikan pengumuman dan pemberitahuan pada para pihak yang terlibat dalam sengketa. Selain itu Kepaniteraan Mahkamah juga wajib memberitahu anggota PBB melalui Sekretaris Jenderal serta negara – negara lain yang berhak menghadap ke Pengadilan. 
Sesuai dengan Article 42 ayat (1), (2), dan (3) Statute of the International Court of Justice 1945 para pihak setelah itu akan diminta untuk menentukan kuasa (agent) untuk mewakili kepentingan mereka. Agent memiliki peran untuk melakukan upaya hukum demi kepentingan pihak ataupun negara yang diwakilinya. Agent dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh penasihat hukum (counsel)  maupun advokat (advocates) di hadapan Pengadilan. Agent, penasihat hukum (counsel), dan advokat (advocates) memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara independen.
Dalam pengajuan nama - nama agent masing – masing pihak, dapat dilakukan bersamaan dengan kesepakatan khusus (special agreement) saat melakukan pengajuan perkara kepada Kepaniteraan Mahkamah. Pengajuan perkara dengan kesepakatan khusus (special agreement) maka penyampaian nama - nama agent dari negara pemohon disertakan dalam permohonan gugatan. Lebih lanjut, maka pihak negara tergugat setelah melakukan konfirmasi pemberitahuan sengketa secepatnya harus menyampaikan nama - nama agent yang akan mewakilinya. Apabila semua persyaratan pengajuan sengketa telah dipenuhi serta Majelis Hakim Mahkamah telah ditetapkan, maka  Ketua Mahkamah akan memanggil wakil – wakil para pihak untuk membicarakan prosedur beracara antara lain penentuan tanggal persidangan, jumlah dan urutan acara dalam persidangan, serta pembelaan dan batas waktu untuk maksud tartentu dan lain – lain (Turangan 2021).
Tanggal lembaga persidangan, yaitu penerimaan oleh Panitera dari perjanjian atau aplikasi khusus, menandai pembukaan persidangan di hadapan Pengadilan. Proses peradilan termasuk proses tertulis, di mana para pihak mengajukan dan bertukar pembelaan yang berisi pernyataan rinci tentang poin - poin fakta dan hukum yang menjadi sandaran masing-masing pihak, dan proses lisan yang terdiri dari dengar pendapat publik di mana agent dan penasihat berbicara di Pengadilan. Karena Pengadilan memiliki dua bahasa resmi (Inggris dan Prancis), semua yang tertulis atau diucapkan dalam satu bahasa harus diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Pembelaan tertulis tidak tersedia untuk pers dan publik sampai pembukaan proses lisan, dan hanya jika para pihak tidak keberatan. Setelah proses lisan, Pengadilan berunding di depan kamera dan kemudian memberikan penilaiannya di depan umum. Putusan tersebut bersifat final, mengikat para pihak dalam suatu kasus dan tanpa banding (kemungkinan paling jauh hanya terjadinya perbedaan interpretasi atas putusan atau, setelah ditemukannya fakta baru, direvisi). Hakim yang ingin melakukannya dapat menambahkan pendapat pada putusan (Icj-cij.org 2017a).

Hal ini dijelaskan dalam Article 59 dan 60 Statute of the International Court of Justice 1945 yang berbunyi : “The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.” Jika diartikan maka : “Keputusan Pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali antara para pihak dan sehubungan dengan kasus tertentu” (United Nations 1945a). Lebih lanjut Article 60 menjelaskan bahwa : “The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party.” Jika diterjemahkan maka : “Keputusan pengadilan bersifat final dan tanpa banding. Di dalam terjadinya sebuah perselisihan atas makna sesungguhnya atau ruang lingkup keputusan tersebut, Pengadilan bisa menafsirkannya atas permintaan pihak manapun.” (United Nations 1945a).
Dengan menandatangani Piagam, Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mematuhi keputusan Pengadilan dalam hal apa pun di mana ia menjadi salah satu pihak. Karena, lebih lanjut, suatu kasus hanya dapat diajukan ke Pengadilan dan diputuskan olehnya jika para pihak dengan satu atau lain cara menyetujui yurisdiksi pengadilan atas kasus tersebut, artinya jarang ditemukan ada keputusan yang tidak dilaksanakan. Suatu Negara yang menganggap bahwa pihak lain telah gagal untuk melaksanakan kewajiban - kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan suatu keputusan yang diberikan oleh Pengadilan dapat membawa masalah itu ke hadapan Dewan Keamanan, yang diberi wewenang untuk merekomendasikan atau memutuskan tindakan - tindakan yang akan diambil untuk memberlakukan hasil keputusan yang sudah ditentukan (Icj-cij.org 2017b).
e) Penyelesaian Sengketa secara Arbitrase melalui Permanent Court of Arbitration (PCA)
Berdasarkan Article 1 Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States 1992 apabila China dan India sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui PCA maka kedua negara perlu membuat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa sengketa akan dirujuk ke arbitrase berdasarkan Aturan Opsional Pengadilan Arbitrase Permanen untuk Sengketa Arbitrase antara Dua Negara (Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States), dengan begitu sengketa harus diselesaikan sesuai dengan aturan tersebut dengan tunduk pada modifikasi seperti yang disetujui oleh para pihak secara tertulis. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi yurisdiksi PCA untuk menerima dan menyelesaikan sengketa antara China dan India. 
Biro Internasional dari PCA akan bertanggung jawab atas arsip proses arbitrase. Selain itu, atas permintaan tertulis dari semua pihak atau majelis arbitrase, Biro Internasional akan bertindak sebagai saluran komunikasi antara para pihak, yakni China dan India serta majelis arbitrase, menyediakan layanan sekretariat dan/atau berfungsi sebagai registri. Jika pada tanggal dimana arbitrase dimulai, Konvensi Den Haag untuk Penyelesaian Perselisihan Internasional Pasifik tahun 1899 (The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes of 1899 )atau Konvensi Den Haag untuk Penyelesaian Perselisihan Internasional Pasifik tahun 1907 (The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes of 1907) berlaku di antara para pihak, Konvensi yang berlaku akan tetap berlaku, dan para pihak, dalam melaksanakan hak - hak mereka berdasarkan Konvensi, setuju bahwa prosedur - prosedur yang ditetapkan dalam Aturan - aturan ini akan mengatur arbitrase sebagaimana diatur dalam kesepakatan para pihak (Tams and Tzanakopoulos 2012).

China dan India apabila menyerahkan kasus sengketa ke PCA maka kedua belah pihak juga perlu untuk menentukkan hal – hal lain terkait komposisi majelis arbitrase dan juga proses arbitrase. Mengenai komposisi majelis arbitrase, hal tersebut dijelaskan dalam Article 5 – 14 Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States 1992 yang mengatur mengenai jumlah arbiter (Article 5) , penunjukan arbiter (Article 6 - 8), tantangan arbiter (Article 9 - 12), penggantian arbiter (Article 13), dan pengulangan sidang dalam hal penggantian arbiter (Article 14). Mengenai jumlah arbiter dijelaskan dalam Article 5 Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States 1992 bahwa :
“If the parties have not previously agreed on the number of arbitrators (i.e., one, three, or five), and if within thirty days after the receipt by the respondent of the notice of arbitration the parties have not agreed on the number of arbitrators, three arbitrators shall be appointed.” Jika diterjemahkan maka : “Jika para pihak sebelumnya tidak menyetujui jumlah arbiter (yaitu, satu, tiga, atau lima), dan jika dalam waktu tiga puluh hari setelah diterimanya pemberitahuan arbitrase oleh responden, para pihak belum menyepakati jumlah arbiter, tiga arbiter harus ditunjuk.” (The Permanent Court of Arbitration 1992).
Berdasarkan Article  tersebut, China dan India dapat menentukan jumlah  arbiter sebanyak satu, tiga, ataupun lima. Namun apabila sejak tiga puluh hari setelah diterimanya pemberitahuan arbitrase oleh responden, para pihak belum menyepakati jumlah arbiter, tiga arbiter harus ditunjuk.
Lebih lanjut, mengenai proses arbitrase di PCA juga diatur dalam Article 15 – 30 Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States 1992. Para pihak yakni China dan India juga harus menentukan tempat arbitrase, bahasa yang digunakan pada proses arbitrase, jangka waktu arbitrase, dan lain -lain. Mengenai hukum yang berlaku, para pihak lah yang akan menentukan hukum yang akan digunakan oleh arbitrator. Selain itu hukum acara yang akan digunakan dalam proses arbitrase juga sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. 
Dalam hal mengenai putusan arbitrase PCA, hal tersebut diatur secara langkap dalam Article  31 - 41 Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States 1992. Keputusan PCA memiliki sifat final dan mengikat para pihak hal ini dijelaskan dalam Article 32 ayat (2) Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States 1992 yang berbunyi : “The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties undertake to carry out the award without delay." Jika diterjemahkan maka : “Putusan tersebut harus dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak berjanji untuk melaksanakan putusan tanpa penundaan” (The Permanent Court of Arbitration 1992). 
Dalam kasus sengketa batas wilayah negara antara China dan India di LAC ini, upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh para pihak secara diplomatik (non-legal binding resolution) melalui negosiasi dan konsultasi telah terhenti sejak tahun 2005 dan sampai saat ini belum menemukan penyelesaian. Salah satu akibat dari belum terselesaikannya sengketa tersebut adalah terjadinya konflik militer pada tahun 2020 di sektor barat LAC yang mengakibatkan kematian 20 Indian army dan 43 korban People's Liberation Army (PLA) China serta pelanggaran – pelanggaran perjanjian bilateral yang telah disepakati kedua negara. Apabila sengketa wilayah yang terjadi masih belum mendapatkan penyelesaian, maka kedepannya dikhawatirkan akan menimbulkan perang lain setelah terjadinya Sino-Indian War tahun 1962 dan mengakibatkan terancamnya keamanan dan perdamaian internasional.
Oleh karena itu, China dan India dapat memilih opsi penyelesaian sengketa lain sesuai kesepakatan para pihak yakni : penyelesaian bersifat non-legal binding dengan metode mediasi ataupun konsiliasi dapat dipilih oleh para pihak apabila negosiasi dan konsultasi dianggap gagal atau tidak dapat mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. China dan India juga dapat memilih opsi penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional yaitu PBB dengan menarik perhatian Dewan Keamanan, maupun memilih penyelesaian yang bersifat legal binding melalui International Court of Justice (ICJ) ataupun Permanent Court of Arbitration (PCA).
Pada penyelesaian sengketa batas wilayah negara antara China dan India di LAC ini kedua negara dapat melakukan bentuk penyelesaian sengketa secara berurutan dengan dimulai dari menyepakati kegagalan upaya negosiasi yang telah dilakukan, lalu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan bentuk penyelesaian sengketa secara konsiliasi dengan membentuk Komisi Konsiliasi. Apabila metode konsiliasi masih tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka China dan India dapat melakukan penyelesaian sengketa mealui Organisasi Internasional PBB. 
Dewan Keamanan PBB dapat memberikan rekomendasi kepada China dan India untuk menyelesaikan sengketa melalui ICJ. Namun, apabila China dan India tidak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan PBB ataupun tidak ingin memilih ICJ sebagai pengadilan internasional yang berwenang untuk memutus penyelesaian sengketa, maka sebagai alternatifnya, China dan India dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui PCA. Untuk mengetahui urutan penyelesaian sengketa dapat dilihat pada bagan berikut ini :
Bagan 1.1

Urutan Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sengketa Batas Wilayah Negara antara China dan India di LAC
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PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai sengketa batas wilayah negara antara China dan India di Line of Actual Control (LAC) dengan rumusan masalah yang telah dijawab menggunakan metode preskriptif maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Aksai Chin sebagai wilayah yang disengketakan oleh China dan India di sektor barat LAC merupakan suatu wilayah yang awalnya merupakan bagian dari wilayah Jammu dan Kashmir berdasarkan Ardagh-Johnson Line yang dibuat oleh British India lalu menjadi bagian dari dominion India melalui metode Aksesi (Accession) berdasarkan Instrument of Accession of Jammu and Kashmir States. Klaim China atas wilayah Aksai Chin ditinjau berdasarkan principle of historic rights tidak memenuhi syarat dari Permanent Court of Arbitration (PCA) tentang metode untuk menentukan hak sejarah (historical title). Tindakan penguasaan wilayah Aksai Chin yang dilakukan oleh China sejak Sino – Indian War 1962 lebih tepat dikategorikan sebagai aneksasi yang melanggar Article 2 ayat (4) Charter of The United Nations dan juga Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with The Charter of The United Nation sehingga status Aksai Chin saat ini adalah Aksai Chin merupakan wilayah sengketa yang saat ini sedang dibawah kontrol/kekuasaan China sejak Sino-Indian War 1962.

2. Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh China dan India dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah di LAC antara lain yakni : penyelesaian bersifat non-legal binding dengan metode mediasi ataupun konsiliasi, penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional yaitu PBB dengan menarik perhatian Dewan Keamanan, atau juga China dan India dapat memilih penyelesaian yang bersifat legal binding melalui International Court of Justice (ICJ) ataupun Permanent Court of Arbitration (PCA).

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran yakni antara lain :

1. Bagi China dan India selaku Negara yang bersengketa agar segera menyelesaikan sengketa batas wilayah di LAC tersebut secara damai sesuai dengan instrumen Hukum Internasional dan dapat mencapai kesepakatan yang diterima oleh para pihak sehingga sengketa tidak terjadi berlarut – larut serta menjadi potensi ancaman perdamaian dan keamanan internasional. 

2. Bagi setiap negara di dunia diharapkan dapat turut bekerjasama dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menjadi pihak ketiga yang dapat membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa internasional yang sedang terjadi, termasuk dalam hal ini sengketa batas wilayah negara di LAC antara China dan India sesuai dengan metode – metode penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Piagam PBB.
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